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     Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah jis. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor
188.45/168/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surabaya, maka disusunlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

     Laporan ini menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya
dan berbagai permasalahan yang masih harus diselesaikan Pemerintah
Kota Surabaya pada tahun berikutnya. Prestasi dan keberhasilan kinerja
yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemacu
Pemerintah Kota Surabaya untuk bekerja lebih baik. Sedangkan
permasalahan yang merupakan kelemahankelemahan dipergunakan
sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk langkah kedepan. 

   Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025,
Pemerintah Kota Surabaya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.
Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk keperluan
pembinaan bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Kata Pengantar

Surabaya, 31 Maret 2026
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Pendahuluan

1.1.1. Penjelasan Umum
Dalam melaksanakan kewajiban melaporkan
penyelenggaraan pemerintah daerah
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal
69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah
Daerah Kota Surabaya menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Surabaya yang memuat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelaksanaan tugas pembantuan selama 1
(satu) tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang
Pembentukan Daerah
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 845);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024
Nomor 3); 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun
2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9); 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Surabaya Tahun 2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2025 Nomor 23);
17. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
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PROFIL
GEOGRAFIS

PROFIL
TOPOGRAFIS

BATAS WILAYAH

Utara:
Selat Madura/
Laut Jawa

Timur:
Laut Jawa

Selatan: 
Sidoarjo

Barat:
Gresik

335,925
Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor
100.1.1-6117 Tahun 2022

km2

Geografis & Topografi

SURABAYA
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Profil Demografi
SURABAYA



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025
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17.828
Pegawai

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN)

SURABAYA 2025
Pemerintah Kota Surabaya mengelola 17.828 ASN pada tahun 2025.
Penataan ini didasarkan prinsip organisasi yang rasional dan proporsional
sesuai beban kerja riil daerah guna menciptakan perangkat daerah yang
tepat fungsi.
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BAB I
CAPAIAN
KINERJA MAKRO

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA
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Capaian kinerja makro
merupakan capaian kinerja yang
menggambarkan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara umum. Capaian
kinerja makro dihasilkan dari
berbagai program yang
diselenggarakan oleh pemerintah
daerah, pemerintah pusat, pihak
swasta dan pihak terkait lainnya
dalam pembangunan nasional. 

11



Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 Tahun 2025
Laju

Kinerja

Indeks Pembangunan Manusia 84,69 85,65 1,13 %

Angka Kemiskinan 3,96% 3,56% -10.10%

Angka Pengangguran 4,91% 4,84% -1,43%

Pertumbuhan Ekonomi 5,76% 5,87% 1,91%

PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 264.372.000 283.306.000 7,16 %

Angka Indeks Gini 0,38 0,37 -3,15 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota
Surabaya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2025 13
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BAB II
RINGKASAN CAPAIAN
KINERJA URUSAN
PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA
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Capaian kinerja urusan
pemerintahan wajib berkaitan
pelayanan dasar merupakan
gambaran dari keberhasilan
daerah dalam mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan
wajib berkaitan pelayanan dasar,
termasuk di antaranya :



URUSAN
PENDIDIKAN
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No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1
Persentase anak usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan anak usia
dini

100 90,86

2
Persentase anak usia 7-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar

100 96,43

3
Persentase anak usia 7-18 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

100 100,00

4
Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama dalam kondisi baik

- 88,35

5
Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi
baik

- 94,11

Capaian Kinerja Outcome

17

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Surabaya
pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan
adalah sebagai berikut :
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No Prog
ram

Kegia
tan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 1.183.535.632.860 976.290.688.166 82,49%

1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 206.451.231.876 181.086.753.336 87,71 %

1 Penyediaan Biaya Personil Peserta
Didik Sekolah Dasar 203.794.804.737 179.855.448.686 75,47%

2
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

2.090.055.139 742.559.450 33,53%

3 Penyelenggaraan Proses Belajar
Bagi Peserta Didik 395.900.000 331.202.800 83,66%

4 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 170.472.000 157.542.400 92,42%

2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama 127.360.872.469 102.653.124.641 80,60%

1 Penyediaan Biaya Personil Peserta
Didik Sekolah Menengah Pertama 125.482.378.354 101.396.326.441 80,81%

2

Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama

1.150.471.615 549.177.300 47,73%

3 Penyelenggaraan Proses Belajar
bagi Peserta Didik 515.900.000 191.743.400 100%

4 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 212.122.500 117.494.791.156 90.30%

19

URUSAN PENDIDIKAN

Realisasi Belanja



No Prog
ram

Kegia
tan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 8.313.777.581 7.123.736.000 85,69%

1 Penyediaan Biaya Personil Peserta
Didik PAUD 5.160.817.691 4.300.276.582 83,33%

2
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD

2.633.655.500 2.520.700.000 95,71%

3 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen PAUD 519.304.390 302.760.050 58,30%

4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal /
Kesetaraan 41.222.061.592 40.373.479.800 97,94%

1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan 687.061.592 228.629.800 33,28%

2 Penataan Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Pendidik 40.535.000 40.144.850 99,04%

2 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA 800.187.689.342 645.053.593.757 81%

1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar 10.836.016.081 10.705.956.485 98,80%

2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 205.256.350.000 204.718.678.888 99,74%

3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah Dasar 78.963.400.706 15.013.774.724 19,01%

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah Dasar 14.162.461.485 13.040.387.912 92,08%

5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah Menengah 11.951.216.814 11.426.695.154 99,04%

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah Menengah 11.951.216.814 11.426.695.154 95,61%

7 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah 3.623.318.567 3.588.566.671 99,04%

8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa Sekolah Menengah 3.296.005.184 2.157.477.790 65,46%

9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama 127.025.600.000 125.154.232.600 98,53%

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD 1.010.611.433 806.706.504 79,82%
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No Prog
ram

Kegia
tan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

2 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA

11 Pengadaan Perlengkapan PAUD 318.754.858 207.905.275 65,22%

12 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 71.784.418.100 62.647.180.000 87,27%

13 Pengelolaan Dana BOP PAUD 58.489.920.000 58.114.007.853 99,36%

14 Penyediaan Biaya Personil Peserta
Didik/Nonformal/Kesetaraan 8.426.183.274 5.433.149.170 64.48%

15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal/Kesetaraan 101.83.000 70.200.000 68,94%

16 Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan 5.195.390.000 4.997.434.444 96,19%

17 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Nonformal/Kesetaraan 803.913.317 478.226.455 59,49%

18 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta
Didik 114.317.966.640 96.794.054.179 84,67%

19
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

67.703.075 47.600.000 70,31%

20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
Sekolah Dasar 1.769.535.332 1.329.926.872 75,16%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2026
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan Data

Adanya indikator yang sulit
dirumuskan dan
didapatkan datanya, terutama
untuk indikator yang berhungan
dengan Rapor Pendidikan

Mencari referensi pendataan
lainnya baik di website
Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Merumuskan data yang diminta
berdasarkan asumsi

2 Penghitungan
Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan data
maupun anggaran dalam rangka
pelaksanaan SPM
perlu konsentrasi tinggi,
karena membutuhan
pemahaman yang tinggi dan
fokus
kepada indikator
yang diminta

Berdiskusi dengan rekan kerja di
dalam PD maupun lintas PD yang
menangani SPM dan meminta
arahan pimpinan dalam pengisian
SPM

3 Perencanaan dan
Penganggaran

Nama Subkegiatan dalam SPM
berbeda dengan nama
subkegiatan yang ada di
Perangkat Daerah.

Perlu dirumuskan kesamaan
nomenklatur nama subkegiatan
yang ada di SPM dengan
Perangkat Daerah. Dasar
nomenklatur yang digunakan
Perangkat Daerah adalah
Peremndagri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah dan Kepmen
050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

4 Pelaksanaan

Anggaran di
Dinas Pendidikan melekat
kepada subkegiatan secara
keseluruhan, sehingga apabila
diminta breakdown berdasarkan
anggaran yang mendukung
SPM, maka perlu waktu untuk
memetakannya

Adanya fasilitas tagging
anggaran SPM dalam proses
perencanaan dan penganggaran
pada aplikasi e-budgeting

5 Lain-Lain

Pemenuhan SPM di Dinas
Pendidikan membutuhkan
dukungan data terkait jumlah
penduduk usia sekolah, agar
Dinas Pendidikan mengetahui
jumlah sasaran yang harus
dilayani

Berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah lain, seperti Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk mendapatkan jumlah
penduduk usia sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025
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URUSAN
KESEHATAN
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No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1 Persentase kematian ibu - 0,05

2
Persentase pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar 

100,00 100,00

3
Persentase pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus sesuai standar 

100,00 100,00

4
Persentase pelayanan kesehatan Orang
Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar 

100,00 100,00

5
Persentase pelayanan kesehatan orang
terduga Tuberkulosis sesuai standar 

100,00 100,00

6

"Persentase pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus) sesuai
standar  "

100,00 100,00

7
"Prevalensi stunting  (pendek dan sangat
pendek) pada balita "

- 0,59

8
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar 

100,00 100,00

25

Capaian Kinerja Outcome
Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Surabaya
pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan
adalah sebagai berikut :



No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

9
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar 

100,00 100,00

10
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
sesuai standar

100,00 100,00

11
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar

100,00 100,00

12
Persentase pelayanan kesehatan balita
sesuai standar 

100,00 100,00

13
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar sesuai standar 

100,00 100,00

14
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
produktif sesuai standar

100,00 100,00

15
Persentase warga negara usia 60 tahun ke
atas mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar 

100,00 100,00

26

Capaian Kinerja Outcome
Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Surabaya
pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan
adalah sebagai berikut :



27



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 341.936.467.427 280.290.899.352 81,97%

1
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

10.398.467.427 8.660.500.318 83,29%

1

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

10.398.116.225 8.660.500.318 83,29%

1

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Ibu
Hamil

3.698.667.600 3.304.495.940 89,34%

2

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Ibu
Bersalin

110.000.000 109.620.000 99,65%

3

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Bayi
Baru Lahir 

125.000.000 111.500.000 89,20%

4
Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Balita

1.662.403.818 1.018.364.140 61,26%

5

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan pada
Usia Pendidikan
Dasar 

133.260.000 88.650.000 66,52%

6

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan pada
Usia Produktif

1.312.197.100 1.198.105.748 91,30%

7

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan pada
Usia Lanjut

40.000.000 40.000.000 100,00%

8

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
penderita
Hipertensi

133.000.000 80.854.800 60,79%

9

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes Melitus 

55.000.000 48.472.000 88,13%
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URUSAN KESEHATAN
Realisasi Belanja



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

10

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa

756.383.230 648.060.590 85,68%

11

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Orang
Terduga
Tuberkulosis

1.973.781.179 1.640.427.100 83,11%

12

Pengelolaan
pelayanan
kesehatan Orang
dengan Risiko
Terinfeksi HIV

398.423.298 372.040.000 93,38%

JUMLAH INDIKATOR 10.398.116.225 8.660.500.318 83,29%

JUMLAH PROGRAM 10.398.116.225 8.660.500.318 83,29%

2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
LAINYA

1

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat 

16.955.580.000 12.969.830.178 76,49%

2
Pengelolaan
Pelayanan
kelanjutusiaan

227.280.000 147.480.000 64,89%

3

Penyakit
Kesehatan
Penyakit Menular
dan Tidak Menular

7.110.004.895 5.695.878.786 80,11%

4
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan BLUD

201.714.277.854 167.051.047.334 82,82%

5
Operasional
Pelayanan
Puskesmas

45.927.334.279 27.931.056.257 95,57%

6

Pengadaan Obat,
Bahan Habis
Pakai, Bahan
Medis Habis
Pakai, Vaksin,
Makanan dan
Minuman di
Fasilitas
Kesehatan

23.994.708.621 22.931.056.257 95,57%

7
Pengelolaan
upaya kesehatan
Ibu dan Anak

38.400.060 35.370.000 92,11%
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

8

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan HIV
(ODHIV)

841.879.501 748.781.136 88,94%

9

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan
Tuberkulosis

977.288.400 697.008.960 71,32%

10

Bantuan
Persediaan
(Bantuan Pusat,
Provinsi, CSR dan
Hibah Dll)

33.751.597.592 33.751.597.592 100,00 %

Sumber : Dinas Kesehatan 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan Data

Ketepatan dan kelengkapan
pengumpulan data oleh
puskesmas.
Data puskesmas yang
terkumpul
masih memerlukan proses
verifikasi dan validasi

Memperkuat koordinasi dan
penanggungjawab laporan
masing-masing Puskesmas
Melakukan validasi data setiap
bulan

2 Penghitungan
Kebutuhan

Kebutuhan sarana
pendukung
SPM dilaksanakan lintas
bidang
Terdapat satu komponen
pendukung yang digunakan
oleh beberapa lintas
program atau indikator SPM

Memperkuat koordinasi dan
komunikasi lintas bidang
memperkuat koordinasi dan
komunikasi
lintas bidang serta menyiapkan
sistem pencatatan barang yang
bisa menelusur langsung ke
program

3 Perencanaan dan
Penganggaran

Terdapat indikator kinerja
SPM yang secara
penganggaran diampu oleh
beberapa subkegiatan

Perencanaan penganggaran
dimasukkan ke subkegiatan lain

4 Pelaksanaan

HIV : Sebaran populasi
kunci
yang tidak merata dan
terkadang tersembunyi

Melakukan mobile testing ke
spot spot beresiko dan
bekerjasama secara intensif
dengan LSM untuk
mengedukasi dan mendorong
populasi kunci untuk pelayanan
HIV

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025
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URUSAN
PEKERJAAN
UMUM
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PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1
Persentase kondisi irigasi kewenangan
kabupaten/kota

0 100,00

2
Persentase kemantapan jalan
kabupaten/kota

99,20 99,23

3

Persentase peningkatan jumlah penduduk
yang mendapatkan akses terhadap air minum
melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
jaringan perpipaan terlindungi dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap
jumlah penduduk di kabupaten/kota

100,00 100,00

4
Persentase jumlah rumah yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah domestik 

100,00 100,00

5
Persentase luas kawasan permukiman rawan
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian dan mitigasi banjir

0 28,67

6
Persentase peningkatan perlindungan
kawasan permukiman sepanjang pantai
kewenangan kabupaten/kota

- 39,98

7
Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan
Gedung kabupaten/Kota

100,00 100,00

8
Persentase Persetujuan Bangunan Gedung
untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

- 100,00

Capaian Kinerja Outcome

33

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota
Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang
digunakan
adalah sebagai berikut :



No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

9
"Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis
yang memiliki sertifikat kompetensi "

44,07 45,51

10

Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota

- 100,00

Capaian Kinerja Outcome

34

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota
Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang
digunakan
adalah sebagai berikut :

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga, 2025

Sumber : 



35



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 379.054.040.884 329.597.335.359 86,95%

1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

1

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik
(SPALD) dalam Daerah
Kabupaten/Kota

6.366.886.760 5.893.037.787 92,56%

1

Operasi dan
Pemeliharaan
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Domestik
(SPALD)

5.701.373.831 5.244.403.352 91.98%

2

Penyediaan Sub
Sistem
Pengolahan Air
Limbah Domestik
(SPALD) Setempat

665.512.929 648.634.435 97,46%

2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA

1

Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air minum
(SPAM) di daerah
Kabupaten/Kota

372.687.154.124 323.704.297.572 86,86%

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Marga, 2025
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Realisasi Belanja
URUSAN PEKERJAAN UMUM



No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan Data

Belum memiliki anggaran
untuk survey jumlah rumah
Tidak semua pelanggan
mau memberikan data
kependudukan

Dilakukan penyusunan rencana
penganggaran untuk
kebutuhan survey
Permohonan ke instansi terkait
kependudukan untuk
mencocokan data alamat
dengan data jiwa yang tinggal

2 Penghitungan
Kebutuhan

Diperlukan klasifikasi
keterjangkauan armada
pengangkutan berdasarkan
volume dan akses menuju
lokasi penyedotan
(terutama pada kawasan
padat
penduduk)
Pengumpulan data akses
air limbah belum maksimal
sehingga mengakibatkan
kesulitan dalam
perhitungan kebutuhan

Diperlukan koordinasi dan
penyusunan rencana pelayanan
serta survey penerima layanan
sanitasi

3 Perencanaan dan
Penganggaran

Cakupan wilayah yang
besar
diperlukan pembagian
wilayah layanan
Belum dilakukan update
RISPAL

Diperlukan perencanaan sistem
pengolahan air limbah domestik

4 Pelaksanaan

Beberapa infrastruktur
terbangun belum sesuai
dengan kriteria atau
standart yang ditetapkan
Kurangnya sosialisasi dan
pendampingan sehingga
infrastruktur yang sudah
terbangun tidak
termanfaatkan
dengan efektif

Diperlukan sosialisasi ke
masyarakat dan penerima
manfaat layanan sanitasi yang
berkelanjutan

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam & Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2025
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URUSAN
PERUMAHAN
RAKYAT
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PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1
Persentase warga negara korban bencana
kabupaten/kota yang memperoleh rumah
layak huni

0 100,00

2
Persentase luas kawasan permukiman kumuh
di bawah 10 Ha yang ditangani

0 100,00

3
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang
tertangani

- 100,00

4
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

100,00 100,00

Capaian Kinerja Outcome
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Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kota Surabaya
pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan
adalah sebagai berikut :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga, 2025

Sumber : 
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58



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 153.200.289.711 148.890.839.218 97,19%

1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 153.200.289.711 148.890.839.218 97,19%

1
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
korban Bencana atau relokasi Program
Kabupaten /kota

Fasilitasi Penyediaan Rumah
bagi Masyarakat yang
Terdampak Relokasi
Program Pemerintah
Kabupaten/Kota

153.200.289.711 148.890.839.218 97,19%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga, 2025
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Realisasi Belanja
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT



No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan data

Warga / Pemilik Bidang tidak mau
menyerahkan data untuk
kelengkapan berkas pengadaan
tanah.

Melakukan sosialisasi
dengan
melibatkan RT,RW dan
Kelurahan setempat

2 Pengumpulan data

Data masyarakat yang dinamis
sehingga menimbulkan
ketidaksesuai-an data terhadap
realitas dilapangan.

Pengoptimalan penggunaan
aplikasi / pendataan secara
elektronik dan terkoneksi
dengan data kependudukan
lainnya.

3 Perencanaan dan
Penganggaran

Kebutuhan Anggaran yang besar
tidak berbanding lurus dengan
ketersediaan anggaran
(Keterbatasan Anggaran)

Mengidentifikasi dan
memprioritaskan kebutuhan
yang priotitas,
meningkatkan efisiensi
penyerapan anggaran,
menjalin
kerja sama dan kolaborasi
dengan pihak lain, serta
melakukan evaluasi
dan revisi anggaran

4 Pelaksanaan

Tidak adanya target intervensi
karena keterbatasan unit hunian di
Rusunawa, sehingga tidak
memungkinkan dilakukan fasilitasi
secara langsung di Rusun. Saat ini
UPTD Rusun DPRKPP fokus pada
percepatan proses antrian penghuni
yang masih mencapai sekitar 10.519
pendaftar.

Fokus pada percepatan
penempatan penghuni
melalui klasifikasi prioritas
sesuai arahan Wali Kota
Surabaya, yaitu: keluarga
miskin sebagai prioritas
utama, disusul keluarga pra
miskin, dan terakhir yang
tidak masuk dalam kedua
kategori tersebut.
Penyesuaian program
dilakukan seiring
ketersediaan unit hunian
yang ada.

5 Pelaksanaan

Adanya Sengketa kepemilikan antar
Ahli Waris / Warga menolak terhadap
nilai ganti rugi yang disampaikan

Dapat dilakukan Konsiyasi
(Penitipan Uang Ganti Rugi)
di Pengadilan Negeri
Surabaya
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan & Dinas Sumber
Daya Air dan Bina Marga, 2025

Sumber : 

Permasalahan
 Solusidan
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URUSAN
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
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PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1
Persentase dokumen kebencanaan yang telah
ditetapkan dan masih berlaku

- 66,67

2
Persentase penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

- 100,00

3
Persentase peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah yang ditegakkan 

100,00 100,00

4
Persentase warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

- 100,00

5
Persentase jumlah warga negara yang
mendapatkan pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana

- 1,42

6
Persentase pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran

100,00 100,00

Capaian Kinerja Outcome
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Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun 2025 berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci yang digunakan
adalah sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Sumber : 
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Ketentraman dan
Ketertiban Umum 1.480

Pemadam Kebakaran 750

2.230



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 172.423.605.144 162.978.450.519 94,52%

1
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM) 62.799.665.922 57.119.079.754 90,95%

1

Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

56.109.028.723 53.036.241.062 94,56%

1

Peningkatan
kapasitas SDM
Satuan Polisi
Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat
termasuk dalam
pelaksanaan tugas
yang bernuansa Hak
Asasi Manusia

1.466.154.620 1.125.077.758 76,74%

2

Kerja sama antar
lembaga dan
kemitraan dalam
teknik pencegahan
dan penanganan
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum

1.250.273.778 759.545.933 60,75%

3

Penyusunan SOP
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat

157.182.324 122.888.000 78,18%

4

Penyediaan layanan
dasar dalam rangka
dampak penegakan
Peraturan Daerah
dan Perkada

265.412.857 226.640.500 85,39%

5

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini,
Pembinaan dan
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

50.424.961.844 48.354.340.371 95,89%
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Realisasi Belanja
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

6

Penindakan Atas
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
berdasarkan
Perda dan
Perkada Melalui
Penertiban dan
Penanganan Unjuk
Rasa dan
Kerusuhan Massa 

2.545.043.300 2.467.748.500 96,96%

JUMLAH INDIKATOR 56.109.028.723 53.056.241.062 94,56%

2
Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

6.490.982.062 3.915.079.492 60,32%

1

Sosialisasi
penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

1.193.489.517 613.796.850 51,43%

2

Pengawasan atas
kepatuhan
terhadap
pelaksanaan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

924.019.397 753.483.960 81,54%

3

Penanganan atas
pelanggaran
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati

4.373.473.148 2.547.798.692 58,26%

JUMLAH INDIKATOR 6.490.982.062 3.915.079.492 60,32%

3
Pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

199.655.137 147.759.200 74,01%

1
Pengembangan
kapasitas dan
karier PPNS

199.655.137 147.759.200 74,01%

JUMLAH INDIKATOR 199.655.137 147.759.200 74,01%

JUMLAH PROGRAM 62.799.665.922 57.119.079.754 90,95%

2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
(KEBENCANAAN) 25.129.339.843 23.733.367.585 94,44%

4
Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

1.789.556.893 1.545.882.900 86,38%
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

1

Pelatihan
pencegahan dan
mitigasi bencana
Kabupaten/Kota

1.260.233.947 1.085.738.288 86,15%

2

Penguatan
kapasitas kawasan
untuk pencegahan
dan kesiapsiagaan
bencana

265.890.000 218.396.160 82,14%

3

Penyediaan
Peralatan
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
kabupaten/kota

263.432.946 241.748.452 91,77%

JUMLAH INDIKATOR 1.789.556.893 1.545.882.90 86,38%

5 Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana 23.339.782.950 22.187.484.685 95,06%

1

Pencarian,
pertolongan dan
evakuasi korban
bencana
Kabupaten/Kota

23.339.782.950 22.187.484.685 95,06%

JUMLAH INDIKATOR 23.339.782.950 22.187.484.685 95,06%

JUMLAH PROGRAM 25.129.339.843 23.733.367.585 94,44%

3
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)

84.494.599.379 82.126.003.180 97,20%

6

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

83.565.422.009 81.381.297.306 97,39%

1

Pemadaman dan
pengendalian
kebakaran dalam
daerah
Kabupaten/Kota

16.089.829.919 14.997.892.271 93,21%

2

Standarisasi
sarana dan
prasarana
pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan
Alat Pelindung Diri

7.936.255.666 7.442.862.273 93,78%
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No Program Kegiatan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

3
Pembinaan
aparatur pemadam
kebakaran 

668.511.330 570.582.308 85,35%

4

Pengadaan sarana
dan prasarana
pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan
Alat Pelindung Diri

58.870.825.094 58.369.960.454 99,15%

JUMLAH INDIKATOR 83.565.422.009 81.381.297.306 97,39%

7 Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran 444.788.934 338.408.774 76,08%

1
Penilaian sarana
prasarana proteksi
kebakaran

444.788.934 338.408.774 76,08%

JUMLAH INDIKATOR 444.788.934 338.408.774 76,08%

8 1

Pemberdayaan
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran melalui
sosialisasi dan
edukasi
masyarakat

484.388.436 406.297.100 83,88%

JUMLAH INDIKATOR 484.388.436 406.297.100 83,88%

JUMLAH PROGRAM 84.494.599.379 82.126.003.180 97,20%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan
Data

Kompleksitas permasalahan
sosial dan dinamika perkotaan

Mengembangkan sistem pendataan
dan pemetaan gangguan trantibum
secara berkala berbasis wilayah,
meningkatkan koordinasi dengan
kecamatan/kelurahan serta perangkat
daerah terkait, dan memanfaatkan
teknologi informasi dalam pengumpulan
serta pengolahan data

2 Penghitungan
Kebutuhan

Keterbatasan Sumber Daya
Manusia (SDM) baik dari segi
jumlah maupun kompetensi

Melakukan analisis kebutuhan SDM
sesuai standar pelayanan minimal,
mengusulkan penambahan personel
secara bertahap, serta meningkatkan
kapasitas dan kompetensi aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan teknis

3 Pelaksanaan

Belum optimalnya dukungan
anggaran dan sarana prasarana
mengakibatkan pelaksanaan
pelayanan dasar Trantibum tidak
berjalan maksimal

Mengoptimalkan perencanaan dan
penganggaran melalui dokumen
perencanaan daerah serta
mengusulkan pemenuhan sarana
prasarana operasional secara bertahap
sesuai kebutuhan pelayanan

4 Pelaksanaan

Koordinasi lintas perangkat
daerah dan pemangku
kepentingan terkait masih belum
efektif

Meningkatkan sinergi dan koordinasi
lintas perangkat daerah, aparat
keamanan, serta pemangku
kepentingan melalui forum koordinasi,
rapat rutin, dan pelaksanaan operasi
terpadu

5 Pelaksanaan

Rendahnya tingkat partisipasi
dan kesadaran masyarakat
terhadap ketentuan ketertiban
umum

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat mengenai
peraturan daerah serta pentingnya
menjaga ketenteraman dan ketertiban
umum melalui kegiatan pembinaan,
penyuluhan, dan pendekatan persuasif

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan
Data

Kejadian dan korban bencana
tidak dapat dihitung secara
proyeksi

Menggunakan data historis kejadian
bencana untuk memprediksi
kemungkinan kejadian bencana di masa
depan

2 Penghitungan
Kebutuhan

Penganggaran terkait
kebencanaan sulit dilakukan
secara akurat

Mengintegrasikan anggaran
kebencanaan dengan anggaran
pembangunan daerah untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan dana

3
Perencanaan
dan
Penganggaran

Perlu menggerakkan penta helix
dalam penanggulangan bencana
secara menyeluruh

Melakukan koordinasi dan kolaborasi
dengan Pentahelix guna meningkatkan
ketangguhan masyarakat dalam
menghadapi bencana

4 Pelaksanaan

Membentuk budaya sadar
bencana diawali dari masing-
masing pribadi, sehingga
sosialisasi yang menghadirkan
perwakilan warga menjadi
kurang efektif

Melakukan sosialisasi hingga ke tingkat
RW agar dapat menjangkau tiap warga
masyarakat secara langsung

5 Pelaksanaan

Data warga negara di kawasan
rawan bencana by name by
address memerlukan waktu
untuk divalidasi

Meningkatkan koordinasi dengan
Kelurahan dan Kecamatan di wilayah
rawan bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan
Data

Perlunya data pemetaan wilayah
terkait mitigasi potensi bencana
kebakaran di lingkungan padat
penduduk

Melakukan pembaharuan analisa atas
data pelaksanaan kegiatan sosialisasi
dan simulai di masyarakat
(RT/RW/Kelurahan/Kecamatan) yang
telah dilakukan pada tahun sebelumnya
untuk memetakan wilayah-wilayah yang
memiliki potensi kebakaran tinggi.

2 Penghitungan
Kebutuhan

Perlunya perencanaan untuk
pembaharuan APD personil

Melakukan analisa dan pendataan APD
secara berkala agar dapat
memonitoring kondisi APD yang layak
maupun yang sudah tidak layak pakai

3 Penghitungan
Kebutuhan

Perlunya perencanaan
kebutuhan sarana prasarana

Melakukan analisa kembali terkait
kebutuhan jumlah sarana dan prasarana

4 Pelaksanaan Kejadian dan korban dalam
kebakaran tidak dapat diprediksi

Melakukan kegiatan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan individu dan
team

5 Pelaksanaan
Kondisi saat menuju lokasi
kejadian sering terkendala oleh
kemacetan lalu lintas

Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
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No Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 Tahun 2025

1
Persentase penyandang disabilitas terlantar
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti

100,00 100,00

2
Persentase anak terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti

100,00 100,00

3
Persentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

100,00 100,00

4
Persentase gelandangan dan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

100,00 100,00

5

Persentase korban bencana alam, sosial
dan/atau non alam yang terpenuhi
kebutuhan dasar pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana kabupaten/kota

100,00 100,00

6
Persentase penerima manfaat yang
terpenuhi kebutuhan dasar

100,00 100,00

Capaian Kinerja Outcome
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Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kota Surabaya pada tahun
2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai
berikut :
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No Prog
ram

Kegia
tan Sub Kegiatan Perancanaan Dan Pelaksanaan Serapan

KOTA SURABAYA 41.651.824.605 34.998.112.404 84,03%

1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial 

39.465.793.257 32.868.146.376 83,28%

1 Penyediaan permakanan 14.438.267.558 10.795.875.565 74,77%

2 Pemberian bimbingan fisik, mental,
spiritual, dan sosial 15.011.739.991 12.987.782.183 86,52%

3 Pemberian akses ke layanan
pendidikan dan kesehatan dasar 9.261.986.295 8.370.980.051 90,38%

4 Pemberian layanan rujukan 753.799.413 713.508.577 94,65%

2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota 1.452.184.748 1.396.119.428 96,14%

1 Penyediaan makanan 1.398.526.460 1.342.461.140 95,99%

2 Penanganan khusus bagi kelompok
rentan 53.658.288 53.658.288 100%

KEGIATAN LAINNYA

2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA 733.846.600 733.846.000 100%

1
Hibah BPBD Provinsi Jawa Timur
bantuan sandang untuk korban
bencana

733.846.600 733.846.600 100%

URUSAN SOSIAL

Sumber : Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025
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No Aspek Permasalahan Solusi

1 Pengumpulan
Data

(Dinsos) Adanya keterlambatan
pemenuhan data yang diminta

Meningkatkan koordinasi dan
penegasan batas waktu penyampaian
data kepada unit terkait serta
melakukan monitoring berkala terhadap
pemenuhan kebutuhan data

2 Pengumpulan
Data

(Dinsos) Adanya
ketidaklengkapan data yang
diminta

Melakukan verifikasi dan validasi data
secara berkala serta meningkatkan
kapasitas petugas dalam pengelolaan
dan penginputan data

3
Perencanaan
dan
Penganggaran

(Dinsos) Penggunaan anggaran
disesuaikan kebutuhan

Melakukan perencanaan anggaran
berbasis kebutuhan riil dan prioritas
pelayanan serta melakukan evaluasi
penggunaan anggaran secara berkala
agar lebih efektif dan tepat sasaran

4 Pelaksanaan (Dinsos) Pemenuhan kebutuhan
dilaksanakan lintas UPTD

Memperkuat koordinasi dan pembagian
tugas antar UPTD melalui mekanisme
komunikasi dan pelaporan yang jelas
agar pemenuhan layanan dapat
berjalan lebih optimal
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No Aspek Permasalahan Solusi

5 Pengumpulan
Data

(BPBD) Apabila terjadi bencana
skala besar, urgensi penyaluran
bantuan permakanan menjadi
prioritas sehingga data by name
tidak tersedia

Melakukan pendataan korban secara
bertahap setelah kondisi darurat
terkendali serta mengoptimalkan
pendataan sementara berbasis estimasi
lapangan

6 Pengumpulan
Data

(BPBD) Data bencana sangat
terbatas dan tidak dapat
diproyeksikan

Mengembangkan sistem pengumpulan
dan pengelolaan data kebencanaan
secara terpadu serta memperkuat basis
data historis kejadian bencana

7 Penghitungan
Kebutuhan

(BPBD) Kebutuhan untuk korban
bencana tidak dapat
diestimasikan secara pasti

Menyediakan buffer stock logistik
kebencanaan serta melakukan
perencanaan kebutuhan bantuan
berdasarkan skenario potensi bencana

8 Pelaksanaan (BPBD) Koordinasi lintas PD
menjadi dinamika tersendiri

Meningkatkan mekanisme koordinasi
melalui forum lintas perangkat daerah
dan memperjelas peran serta tanggung
jawab masing-masing instansi dalam
penanganan bencana

9 Pelaksanaan
(BPBD) Kecepatan dan
ketepatan distribusi bantuan
korban

Meningkatkan kesiapsiagaan logistik
dan memperkuat sistem distribusi
bantuan melalui koordinasi dengan
pihak terkait serta pemetaan jalur
distribusi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2025
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1

2

Hasil EPPD Tahun Sebelumnya
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.7 - 2019 Tahun 2025 Kota Surabaya
mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1120
dan status kinerja Sedang.

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor
106/S-HP/XVIII.SBY/04/2025 Kota Surabaya
mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2024
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91,19

Anggaran Realisasi

98,71

Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi

Jumlah
Pendapatan
Daerah

91,19

65

11.661.122.038.145

10.634.285.547.447

Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN

Pendapatan Transfer

UNAUDIT

8.320.352.129.682

7.336.473.180.444

3.340.769.908.463

3.297.812.367.003



86,94

Anggaran Realisasi

81,08

Anggaran Realisasi

9,66
Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi

85,70

Belanja Operasi

BELANJA

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

UNAUDIT

Jumlah Belanja
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2.537.139.813.225,00

2.057.223.173.975,00

5.400.000.000,00

521.729.039,00

12.310.975.247.579,00

10.550.195.770.285,00

9.768.435.434.354,00

8.492.450.867.271,00



66,29

Anggaran Realisasi

60,73

66,60

2025

2024

516.896.958.627,29

Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi

Penerimaan Daerah

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Daerah

Pembiayaan Netto

UNAUDIT

SILPA

234.306.192.444,30

SILPA
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686.441.444.728,00

455.027.657.661,39

36.588.235.294,00

22.220.476.197,00

649.853.209.434,00

432.807.181.464,39
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“Gotong Royong
Menuju Surabaya
Kota Dunia yang

Maju, Humanis dan
Berkelanjutan”

PEMERINTAH
KOTA SURABAYAPENUTUP

       Pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pembangunan dalam berbagai bidang,
berikut alokasi dana dan realisasinya
selama tahun 2025 telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya. Dari uraian tersebut
dapat dilihat adanya indikator
pembangunan yang menunjukkan hasil
yang baik, namun di sisi lain juga dapat
dilihat adanya beberapa indikator
pembangunan yang belum mencapai
target dan membutuhkan perhatian kita
bersama guna menjadikan Kota Surabaya
lebih baik lagi kedepannya. 
     Hasil pelaksanaan pembangunan yang
telah dicapai selama ini merupakan hasil
kerjasama dari semua pihak (stakeholder)
baik itu pemerintah, swasta serta
masyarakat Kota Surabaya. Hal ini
diharapkan dapat terus berjalan dengan
lebih sempurna sesuai kewenangan, tugas
dan kompetensi masing-masing, sehingga
seluruh program pembangunan yang
telah disepakati dan menjadi tujuan
bersama dapat terwujud dengan baik.
Tantangan terbesar Kota Surabaya adalah
menyiapkan Kota Surabaya agar tidak
termarjinalisasi dan dapat memperoleh
manfaat dari proses globalisasi serta
dapat berkembang secara berkelanjutan
untuk mewujudkan Visi Kota Surabaya
yaitu :

      Pada akhirnya, penilaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Surabaya tahun 2025 ini sepenuhnya
menjadi kewenangan Menteri Dalam
Negeri melalui Ibu Gubernur Jawa Timur
selaku wakil pemerintah pusat. Atas
segala perhatian Bapak Menteri Dalam
Negeri dan Ibu Gubernur terhadap
pembangunan dan kemajuan Kota
Surabaya disampaikan ucapan terima
kasih.

Surabaya, 31 Maret 2026
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PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

https://pemerintahan.surabaya.go.id
Gedung Pemerintahan Kota Surabaya Lt. IV
Jl. Jimerto 25 - 27 Kel. Genteng
Kec. Ketabang - Kota Surabaya

(031) 531-2144

BAGIAN PEMERINTAHAN &
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SURABAYA

2025
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH 
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	PEMBIAYAAN
	Penerimaan Daerah
	66,29
	60,73

	Pengeluaran Daerah
	Pembiayaan Netto
	66,60

	SILPA
	2025

	516.896.958.627,29
	234.306.192.444,30
	SILPA
	2024



	BAB V
	INOVASI DAERAH

	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	INOVASI DAERAH
	PENUTUP
	PEMERINTAH KOTA SURABAYA
	PEMERINTAH KOTA SURABAYA
	RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	BAGIAN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA

	(031) 531-2144


